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ABSTRAK 

 
Pada era JKN apotek dapat berperan sebagai apotek program rujuk balik (PRB) atau apotek jejaring dan apotek klinik 

pratama (KP). Biaya obat apotek PRB diklaim langsung ke BPJS, sedangkan biaya obat apotek lainnya diklaim ke fasilitas kesehatan 
(faskes) primer berdasarkan perjanjian kerjasama. Perbedaan pola kerjasama apotek di era JKN berdampak pada biaya obat pasien, 
sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata biaya obat, persentase biaya obat terhadap kapitasi, dan perbedaan 
biaya obat di apotek era JKN. Penelitian ini adalah penelitian observasi yang bersifat analitik cross sectional. Penelitian ini dilakukan 
pada 6 apotek PRB, 6 apotek jejaring, dan 7 apotek KP di DIY pada bulan Oktober 2015. Subjek penelitian adalah resep pasien JKN 
bulan Maret 2015 dengan 8.430 lembar resep. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan uji komparatif (uji Kruskal-Wallis). Hasil 
penelitian menunjukkan, rata-rata biaya obat pasien satu kali terapi di apotek jejaring; apotek KP; dan apotek PRB bernilai 
Rp12.589±Rp8.874,49; Rp14.173 ±Rp6.424,09; Rp143.807 ± Rp162.251,30. Rata-rata persentase biaya obat terhadap biaya kapitasi 
faskes primer bernilai 13,58% untuk apotek jejaring dan bernilai 15,91% untuk apotek KP. Terdapat perbedaan biaya obat yang 
signifikan di ketiga jenis apotek tersebut (p=0,000) yang dipengaruhi oleh lama waktu pemberian obat, jumlah lembar resep, margin 
keuntungan, dan jasa kefarmasian. Biaya obat di era JKN tergantung pada pola kerjasama apotek dengan faskes dan BPJS.rata-rata 
persentase biaya obat terhadap kapitasi faskes di apotek jejaring lebih rendah dibandingkan dengan apotek klinik pratama. 

 
Kata kunci: analisis biaya obat, jaminan kesehatan nasional (JKN), apotek 
 
 

ABSTRACT 
 

In the era of JKN, pharmacy has the role as affiliated pharmacies (apotek program rujuk balik), networking pharmacy 
(apotek jejaring) and in-house pharmacy (apotek klinik pratama). The drug cost from affiliated pharmacies is claimed directly to 
BPJS, meanwhile the drug cost from the two other pharmacies is claimed to the primary healthcare based on the coorperation 
agreement.The different patterns of the pharmacies cooperation in the era of JKN affect the patients’ drug cost. Therefore, this 
research is aimed to find out the average drug cost, the percentage of the drug cost towards capitation and the differences of drug 
costs in pharmacies during the era of JKN. This research was an analytic observational cross sectional. This research was conducted 
in 6 affiliated pharmacies, 6 networking pharmacies, and 7 in-house pharmacies throughout DIY on October 2015. The subject of this 
research is JKN patients’ drug prescriptions in March 2015 which consisted of 8.430 prescriptions. The data was analysed through 
descriptive statistics and comparative test (Kruskal Wallis test). The result showed that on average the drug costs at the networking 
pharmacy, in-house pharmacies and insurer affiliated pharmacies each worth Rp 12.589,46±Rp 8.874,493; Rp 14.172,72 ± Rp 
6.424,088; Rp 143.807,27 ± Rp 162.251,303. The average percentage of drug costs towards the primary healthcare capitation fee is 
13.58% for the networking pharmacy and 15,91% for the in-house pharmacy.There is a significant difference in the three types of 
pharmacies (p = 0,000) which is affected by the long period of timethe drug is pescribed to the patient, the number of sheets of the 
perscriptions, profit margins and the pharmacy service. Drug cost in the era of JKN depends on the patterns of the pharmacies 
cooperation with primary healthcare and BPJS. The average percentage of drug costs towards the healthcare capitation faskes in the 
networking pharmacy is lower than the in-house pharmacy. 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan jaminan kesehatan nasional 

terlaksana dengan dilakukannya perjanjian 

kerjasama antara BPJS dan fasilitas kesehatan 

(faskes) yang ada diseluruh Indonesia, bagi 

faskes yang tidak mempunyai sarana 

kefarmasian dapat menjalin kerja sama dengan 

kefarmasian dapat menjalin kerja sama dengan 
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apotek dalam hal pelayanan kefarmasian 

(Chandra, 2014). Program kerjasama apotek 

dengan BPJS dan dokter keluarga juga didukung 

oleh PMK Nomor 71 Tahun 2013 pasal 3 

disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian 

adalah sebagai pelayanan penunjang bagi 

pelayanan kesehatan. Faskes tingkat pertama 

memperoleh imbalan dari BPJS Kesehatan 

sebagai dalam bentuk pembayaran berupa tarif 

kapitasi dengan besaran tertentu yang akan 

ditransfer langsung ke rekening faskes. Sistem 

kapitasi yang berlaku di Thailand 

memperbolehkan apoteker untuk mengganti 
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produk obat dengan obat generiknya atau merek 

lain dengan tetap mempertimbangkan 

bioekuivalen obat tersebut. Pada sistem kapitasi 

ini keuntungan apotek berasal dari kerjasama 

dengan asuransi atau dokter keluarga, bukan 

dari berapa jumlah obat yang dijual/diracik 

(Yesalis et al., 1980). 

Pada era JKN apotek dapat berperan 

sebagai apotek program rujuk balik (PRB) atau 

apotek jejaring dan apotek klinik pratama (KP). 

Daerah yang telah melaksanakan ketiga jenis 

peran apotek tersebut, salah satunya Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Total jumlah 

apotek, dokter keluarga, dan klinik pratama 

yang bekerjasama dengan BPJS di DIY pada 

tahun 2014 yang menjadi Pemberi Pelayanan 

Kesehatan (PPK) tingkat pertama dan pelayanan 

penunjang kesehatan adalah sebanyak 12 apotek 

PRB, 124 dokter keluarga, 16 klinik pratama. 

Dalam hal ini hanya sedikit sarana kefarmasian 

yang berhubungan langsung dengan BPJS 

kesehatan, yaitu hanya 12 apotek PRB 

(Hendrawan, 2015). 

Biaya obat apotek PRB ditagihkan secara 

kolektif melalui klaim tersendiri kepada BPJS 

Kesehatan, besarnya biaya obat seluruh apotek 

program rujuk balik seragam yaitu mengikuti 

harga obat di catalogue ditambah margin 

keuntungan dan faktor pelayanan kefarmasian 

sesuai dengan Undang-Undang SJSN. Apotek 

PRB melayani pasien dengan penyakit kronis 

dan resep obat PRB dapat diberikan untuk 

kebutuhan 30 hari (Kemenkes RI, 2013). Biaya 

obat mengacu pada perjanjian kerjasama yang 

dibuat oleh apoteker dan faskes. Biaya obat 

termasuk ke dalam biaya kapitasi yang 

diperoleh faskes setiap bulannya dari BPJS 

Kesehatan, namun tidak ada aturan jelas terkait 

margin dan jasa pelayanan kefarmasian. Apotek 

jejaring dan apotek KP melayani pasien yang 

berobat di faskes primer dengan penyakit 

simpomatis (Chandra, 2014).  

Perbedaan pola kerjasama apotek di era 

JKN berdampak pada biaya obat pasien, 

sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui rata-rata biaya obat, persentase 

biaya obat terhadap kapitasi faskes primer, dan 

perbedaan biaya obat di apotek PRB, apotek 

jejaring, dan apotek KP Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

METODE 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasi yang bersifat analitik cross sectional. 

Penelitian observasi ini menggunakan data 

sekunder berupa resep pasien JKN. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian biaya obat pada era JKN 

dilakukan di apotek yang bekerjasama dengan 

BPJS, dokter keluarga, dan klinik pratama 

berturut-turut  yaitu 6 apotek PRB, 6 apotek 

jejaring, 7 apotek klinik  pratama di DIY. Waktu 

penelitian berlangsung dari bulan Oktober 2015. 

Instrumen Penelitian 

Bahan penelitian resep pasien JKN yang 

diambil secara retrospektifp ada bulan Maret 

2015. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa form yang dibuat oleh peneliti dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 

tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 

yang menetapkan margin keuntungan dan jasa 

pelayanan menjadi faktor pelayanan 

kefarmasian dengan satuan desimal seperti 

ditunjukkan pada Tabel I dan Buku Panduan 

Praktis Jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama dengan apotek. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah resep pasien 

JKN bulan Maret 2015 dengan 8430 lembar 

resep. Kriteria inklusi penelitian adalah resep 

pasien JKN di apotek jejaring, apotek KP, dan 

apotek PRB yang mempunyai informasi biaya 

obat pasien satu kali terapi dalam kurun waktu 

satu bulan. Pemilihan waktu satu bulan, karena 

peneliti ingin membandingkan biaya obat 

apotek terhadap biaya kapitasi yang diperoleh 

faskes primer setiap bulannya. Kriteria ekslusi 

penelitian adalah tidak tersedia resep pasien 

yang lengkap dalam waktu satu bulan. 

Analisis Data  

Karakteristik apotek berupa alamat dan 

jenis apotek di era JKN (apotek jejaring, apotek 

KP, dan apotek PRB) disajikan dalam bentuk 
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peta apotek di era JKN. Data biaya obat 

dianalisis secara statistik deskriptif dan 

dilakukan uji komparatif (uji Kruskal-Wallis). 

Biaya obat dianalisis dengan statistik deskriptif 

adalah rata-rata biaya obat pasien satu kali 

terapi dalam satuan rupiah dan persentase biaya 

obat terhadap kapitasi faskes di apotek dalam 

bentuk persentase. Hasil data rata-rata biaya 

obat pasien satu kali dianalisis dengan cara: 

 

Persentase biaya obat terhadap biaya kapitasi 

faskes dan persentase jumlah resep pasien 

apotek per bulan terhadap kapitasi dokter 

keluarga diperoleh sebagai berikut : 

 X  100% 

 X 100% 

Penelitian ini juga melakukan analisis 

komparatif biaya obat di apotek PRB, apotek 

jejaring, apotek klinik pratama menggunakan uji 

Kruskal-Wallis dan uji post hoc dengan Mann-

Whitney. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Apotek dan Rata-Rata Biaya Obat 

di Apotek Era JKN 

 Penelitian dilakukan di 6 apotek 

jejaring, 7 apotek klinik  pratama, dan 6 apotek 

program rujuk balik di DIY. Peluang apotek di 

era JKN menjadi sangat besar, karena dapat 

menjalin kerjasama dengan faskes dan  

BPJS. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

dua apotek yang mempunyai fungsi ganda yaitu 

sebagai apotek PRB dan apotek jejaring,

 

 
Gambar 1. Peta Apotek Jejaring, Apotek Klinik Pratama, dan Apotek PRB di DIY 

 

Tabel I. Faktor Pelayanan Kefarmasian Era JKN di Apotek Program Rujuk Balik 

Harga Dasar Satuan Obat 
Faktor Pelayanan 

Kefarmasian 

<  Rp50.000,00 0,28 

Rp50.000,00 sampai dengan  Rp250.000,00 0,26 

Rp250.000,00 sampai dengan  Rp500.000,00 0,21 

Rp500.000,00 sampai dengan  Rp1.000.000,00 0,16 

Rp1.000.000,00 sampai dengan  Rp5.000.000,00 0,11 

Rp5.000.000,00 sampai dengan  Rp10.000.000,00 0,09 

ȁ Rp10.000.000,00 0,07 
 


